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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

PERA'l'URAN BUPATI DEMAK 
ijOMOR 6 TAHON 2011 

TENTANG 

, TAHUN 2011 

PENJABARAN TUGAS POKOJ<, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTIJRAl DAN 

TATA KERJA PADA SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN DEMAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

Menlmbang : a. bahwa berdasarl<an Peraturan oaerah l<abupaten Demak Nomor 06 

Tc1hun 2010 tentang OrganisasJ dan Tata Kerja Lembaga Lain 

Daerah Kabupaten Demak te\ah dlbentuk BPBD Kabupaten Demak; 

b. bahwa untuk memberlkan kejelasan pelaksanaan tugas-tugas 

jabatan struktura\ pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Demak, maka perlu dlsusun rfnclan tugas ,pokok, fun.gs!, 

uralan tugas jabatan struktura\ clan tat.a keoa pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demal(; 

c. bahwa berdasarl<an pert.\m~ngan sebagalmana dlmaksud dalam 

huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupatl 

~mak tentang Rlnclan Tugas Pokok, Fuogsl, Uralan Tugas Jabatan 

struktural dan Tata Kerja pada Sadan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Demak, 

' 
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Menglngat 
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1. Undang-Unda119 Nomor 13 Tahun 1950 tentan9 Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Proplnsl Jawa 

Tengah sebagalmana telah dlubah dengan µndang-Undang Nomor 

9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II Batang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Ungkungan 

Proplnsl Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang~Undang Nomor . 8 Tahun 1974 tentang. Pol<ok·Pokok 

Kepegawalan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 

3041) sebagalmana teJah dlubah dengan Ufl(iang-Undang ·Nomor 
I 

43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang~Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembc:1ran Negara 

Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 3090); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk 

Ihdonesla Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republlk Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ter\tang Pemerlntahan 
I 

Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesla
1 
Nomor ~37) 

sebagalmana telah dlubah beberapa kall terakhlr dengan Undang­

Undang Nom?r 12 Tahun 2008 tentang. Perubahan Kedua ata~ 

Undang-Urydang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan 

Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan 

Keuangan Antara Pemerlntah Pusat Dan Pemerlntah Daerah 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negata Republlk Indonesia Nomor 4438); 

' 
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' 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'i1n 2007 \'I0mor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4723); 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagli;in 

Urusan P~merintah antara Pemerlntah, Pemerintah Daerah Provins! 

dan Pemerlntah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganlsaSI 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 4741); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Oemak Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Organlsasl dan Tat'a Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten 

Demak; 

10. P,,?raturan Menter! Dafam Negerl Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknls Penataan Organlsasl Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organlsasl dan Tata Ketja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

MEMlffiJSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, 

URAIAN lUGAS JABATAN STRUKTIJRAL DAN TATA KERJA PADA 

SADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPA]EN DEMAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupatl lnl yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagal 

unsur penyelenggara pe~r\ntahan daerah. 

.., 
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3. Bupatl adalah Bupatl Demak. 

4. Sekretar\s Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Demak. 

s. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dlslngkat 

BPBD adalah Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Oemak. 

6. Kepala Sadan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Demak. 

7. Unsur Pengarah adalah lnstansl, masyarakat profeslonal/ahll di 

bldang penanggulangan bencana. 

s. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana yang selanjutnya 

dlslngkat KAU\K. 

9. Sekretarlat unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah yang selanJutnya dlsebut Sekretarlat Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak. 
' JO. Jabatan Fungslonal adalah kedudul<an yang menunjukkan, tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawal Negerl 
, I 

Sipll dalam satuan ;organlsasl yang dalam pelaksanaan tugasnya 

dldasarkan pada keahllan dan}atau ketrampllan tertentu serta 
berslfat mandlrJ. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa\ 2 

. Susunan Organlsasl BPBD terdlri darl 

a. Kepala Sadan; 

b. Unsur Pengarah; dan 

c. Unsur Pelaksana. 

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri 

darl: 

1. Kepala Pelaksana; 

2. Sekretarlat Unsur Pelaksana, membawahkan: 

a. Subbaglan Program; 

b. Subbaglan Keuangan; , 

c. Subbaglan Umum clan Kepegawalan. 
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3. Bldang Pencegahan dan Keslapslagaan, yang membawahkan : 

a. Seksl Penc:egahan; dan 

b. Seksl Keslapslagaan. 

4. Bldang Kedaruratan dan Loglstlk, yang membawahkan : 

a. Seksi Penanganan Keeiaruratan; dan 

b. Seksl Loglstlk dan Peralatan. 

5. Bldang Rehabl!ltasl dan Rekonstruksl, yang membawahkan : 

a. Seksl Rehabllltasl; dan 

b. Seksl Rekonstruksl. 

d; Kelompok Jabatan Fungslonal. 

BABID 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 

Baglan Kesatu 

Kepala Badan 

PasaJ 3 

BPBD dlplmpln oleh Kepala Badan yang mempunyal tugas pokok 

mengkoord!naslkan dan melaksanakan kebljakan Daerah di bldang 

penanggulangan bencana daerah. 

PijSal 4 

Kepala Pelaksana 

(1) Unsur Pelaksana diplmpln oleh Kepala Pelaksana yang mel)'lpunyal tugas 

pokok membantu Kepala Badan dalam mengk.oordlnaslkan dan 

melaksanakan kebijakan Daerah di bldang penanggulangan bencana 

daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 

Kepala Pelaksana mempunyal fungsl : 

a. perumusan kebijakan teknls di bldang penanggulangan bencana 

daerah; 

' b. pengoordlnaslan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 
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c. pemblnaan dan pengendallan penanggulangan bencana daerah; 

d. penge\olaan kesekretarlatan Sadan. 

{3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagalmana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyal tugas ~ 

a. merumuskan konsep kebijakan Bupatl di bldang penanggulangan 

bencana daerah berdasarkan ~raturan perundang-unclangan sebaga\ 

bahan arahan operaslonal; 

b.. me";lmuskan program k.egl;:itan Sadan berdasarkan hasll evaluasl 

keglatan· tahun sebelumnya dan sumber data yang tersedla sebagal 

pedoman kerja; 

c. mengkoordlnasllcan keglatan penanggulangan bencana daerah dengan 

stakeholder terkalt; 

d. menyeJenggarakan penanggulangan bencana daerah sesual peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

e. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknls 

penyelenggaraan penanggulangan bencana claerah sesual dengan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional 

k.eglatan; 

f. mengkoordlnasllcan dan memfasllitasl penyelenggaraan slstem 

pertukaran lnformas\ den1an lnstansl Pemerlntah, Pemerlntah 

Provins!, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menanganl bldang 

penanggulangan bencana daerah sesual dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengarahkan tugas bawahan dengan memberlkan petunjuk clan 

blmblngan balk secara llsan maupun tertulls guna 'menlngkatkan 

pelayanan di bldang penanggulangan bencana daerah; 

h. melaksanakan pemblnaan teknls dan admlnlstratlf di bldang 

penanggulangan bencana daerah sesual kebljakan yang. dltet:apkan 
oleh BupatJ; 

1. mengupayakan lntenslflkasl clan ekstenslflkasl penanggutangan 

bencana daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat 

bag\ masyarakat Daerah; 

.., 
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' J. mengevaluasl pelaksanaan keglatan operaslonal Badan dengan cara 

mengukur pencapalan program kerja yang telah dlsusun untuk bahan 
I ' 

langkah-langkah tlndak lanjut atau bahan laporan kepada Bupatl; 

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menllal prest:asl kerja 

pelaksanaan ,tugas bawahan secara berkala melalul sistem penllaian 

yang tersedla; 

I. menyampalkan. laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal 

clasar pengambllan kebljakan; 

m. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan secara llsan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; clan 

n. . melaksanakan tugas kedlnasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

Baglan Kedua 

Sekretarlat 

Pasal5 

( 1 ) Sialcretarlat Unsur Pelaksana dlplmpln oleh seorang Sekretarls yang 
I 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Badan 

dalam merumuskan kebljakan, mengoordlnaslkan, memblna, 

mengendalikan keglatan di bidang program, admlnlstrasl umum, 

kepegawaian, dan keuangan. 

( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretarls mempunyal fungsl : 

a. perencanaan program keglatan, penyusunan petunjuk teknls dan 

naskah dlnas di bldang kesekretariatan; 

b. pengoordlnasian, pengembangan, dan fasllitasi keglatan b\dang 

kesekretarlatan; 

c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesekret:artatan; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keglatan 

kesekretarlatan. 

( 3 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsl sebagalmana dlmaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Sekretarls ~empunyal tugas : 
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a. merumuskan kebijakan te!<nls bidang penanggulangan bencana; 

b. menjabarkan perlntah atasan melalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebljakan atasan; 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bidang tugasnya, 

memberlkan arahan dan petunjuk balk secara li&an maupun tertulls 

guna menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan seluruh Kepala Bidang di lingkungan 

Badan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasil kerja yang optimal; 

e. mempelajarl dan mengkajl peraturan perundang-undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 
I 

pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep pe~umusan kebijakan Kepala Badan dan naskah 

dlnas yang berkaitan ' dengan kegiatan perencanaan, monitoring, 

evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, adminlstrasl umum, dan 
I 

kepegawalan; 

g. mengoordlnaslkan dan memfasilitasl penyusunan Laporan 

Akuntabilltas Klnerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Lapo;an 

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Klnerja 

(Tapkln), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), 

Budaya Kerja, Standar Operating Prosedur (SOP) sesual dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. mengoordinaslkan dan memfasilitasl penyusunan Rencana Keglatan 

dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); 

I. mengarahkan keglatan 'perencanaan, keuangan, administrasi umum, 

dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasll guna dan 

berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, 

/kepegawaian, keuangan, pe,pustakaan, kearslpan, perlengkapan / 

perbekalan, pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna 

kelancaran tuqas; 
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k. melaksanakan pembinaan fungsl-fungsi manajemen dan pelayanan 

admlnistrasi perkantoran sesuai peraturan perundang-undangan agar 

tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

I. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan . sebagal dasar 

pengambilan kebljakan; 

n. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara 

llsan maupun tertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesuai dengan perintah atasan. 

Paragraf 1 

Subbaglan Program 

Pasal 6 

(1) Subbaglan Program dipimpln oleh seorang Kepala Subbagian yang 

mempunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Sekretaris dalam 

merumuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, pengendallan, dan 

pemberlan blmblngan di bldang perencanaan, monitoring, evaluasl, dan 

pelaporan •. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 

Kepala Subbaglan Program, mempuyal tugas: 

a. menyusun bahan rencana dan program kegiatan Subbaglan program 

· berdasarkan hasil evaluasl keglatan tahun sebelumnya dan sumber data 

yc;1ng tersedla sebagal pedoman kerja; 

b. menjabarkan perlntah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas ~ual dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebljakan atasan; , 

c. membagl tugas kepada , bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

memberl petunjuk dan a'rahan baik secara llsan maupun tertulls guna 

· meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

., 
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d. mi31aksanakan koordinasl dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di 

lingkungan Badan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnformasi serta untuk mengevaluasi 

permasalahan agar diperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bldang 

penanggulangan bencana daerah . guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menyusun konsep kebijakan dan naskah dinas yang berkaitan dengan 

program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. menghlmpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program keglatan 

darl maslng-maslng bldang dan Subbaglan sesual dengan ke~ntuan 

yang berlaku guna menghlndarl kesalahan; 

h. menylapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Rencana 

Keglatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), 

Dokumen Pelaksariaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesual plafon 

anggaran yang dltetapkan dan ketentuan yang berlaku; 

I. rnenylapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep Laporan 

Akuntabllltas Klnerja Instansl Pemerlntah (LAKIP), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja (Tapkln), 

Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat {Waskat), Budaya Kerja, 

Standar Operating Prosedur (SOP) sesual dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku; 

j, melaksanakan monitoring dan evaluasl pelaksanaan keglatan Badan 

sebagal bahan pengambllan kebljakan; 

k. menghlmpun dan menelltl laporan perkembangan tlngkat reallsasl 

pelaksanaan keglatan darl maslng-mc1sing subbaglan dan subbidang 

sebagal bahan penyusunan laporan Pengendallan Operaslonal Kegiatan 

(~K); 

I. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilalan 

yang tersedla; 

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 

pengambllan kebljakan; 

' 

., 
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n. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada ata~n balk ' llsan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kel~ncaran pelaksanaan 

tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perlntah atasan. 

Paragrc1f 2 

Subbaglan Keuangan 

Pasal 7 

( 1 ) Subbaglan Keuangan dlplmpln oleh seorang Kepala Subbaglan yang 

m,empunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Sekretarls. dalam 

merumuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, pengendallan, dan 

pemberla,n blr'nblngan di bldang perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan 

admlnlstrasl keuangan. 

( 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

Kep;;1ta Subbaglan Keuangan mempunyal tugas : 

a. menyusun bahan rencana dan program keglatan Subbaglan Keuangan 

berdasarkan hasll evaluast keglatan tahun sebelumnya dan sumber data 

:yang tersedla sebagal pedoman kerja; 

b. menjabarkan perlntah atasan 1T1elalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebljakan atasan; 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancarah pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan dan Kepala Seksi di 

llngkungan Sadan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnf6rmasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl dan mengkajl peraturan perundang-undangan di bldang 

keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyusun konsep kebljakan dan naskah dinas yang berkaitan dengan ·, 

admlnlstrasl keuangan sesual dengan peraturan perundang-undangan 

yang bertaku; 
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g. menylapkan bahan dan sarana administrasi pencairan dana, 

pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan; 

h. menghlmpun usulan pencalran dana keglatan balk di llngkungan 

sekretarlat maupun bldang-bldang untuk direalisaslkan sesual dengan 

rencana keglatan yang dltetapkan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

i. melaksanakan pengendallan teknls pelaksanaan penyerapan anggaran 

dengan cara membandlngkan laporan perkembangan realisasi belanja 

dengan rencana pemblayaan yang telah ditetapkan; 

j. melaksanakan verlflkasl surat pertanggungjawaban (SPJ) keglatan yang 

dllaksanakan sekretarlat dan bidang-bldang untuk menghlndarl 

kesalahan; 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta 
I 

pelaporan bidang keuangan lalnnya; 

I. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala metalui siStem penilalan 

yang tersedla sebagal c;ermlnan penampllan kerja; 

m. rnembuat laporan pelaksanaan tugas kepada ai:asan sebagai dasar 

pengambllan kebljakan; 

n. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perlntah atasan. 

Paragraf3 

Subbaglan Umum dan Kepegawaian 
, Pasal 8 

( 1 ) Subbaglan Umum dan Kepegawalan dipimpln oleh seorang Kepala 

Subbagl,,.n yang mempunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas 

Sekretarls dalam merumuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, 

pengendallan, dan pemberlan blmblngan di bidang adminlstrasl umum, 

peri:iustakaan, kearslpan, pengelolaan barang, dan kepegawalan. 

' ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

K~pala Subbaglan Umum dan Kepegawalan mempunyal tugas: . 
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b. menyusun bahan rencana dan program keglatan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan ha!,II evaluasl keglatan tahun sebelumnya 

dan sumber data yang tersedia sebagal pedoman kerja; 

c. menjabarkan perlntah atasan melalul pengkajlan permasalahan clan 

peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tl!gas sesuai dengan 

~tenbJan yang berlaku dan kebljakan atasan; 

d. membagl tugas icepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan dan Kepala Seksl di 

llngkungan Sadan balk secara langsung maupun tldak iangsung untuk 

menclapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar diperoleh hasll kelja yang optimal; 

f. mempelajarl clan mengkajl peraturan perundang-unclangan di bldang 

umum, kepegawalan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. menyusun konsep kebljakan dan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

admlnlstrasl umum dan kepegawalan sesuai dengan peraturan 

perundang-unclangan yang berlaku; 

h. melaksanakan layanan keglat:an surat menyurat, t:ata laksana, 

pertengkapan / perbekalan, dokumentasl, perpustakaan clan kearslpan; 

I. merencanakan dan memproses pengadaan barang untuk keperluan 

rumah tangga badan sesuai dengan 'kebutuhan, plafon anggaran dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. melaksanakan lnventarlsasl barang untuk terttb admlnlstrasl serta 

memellhara barang lnvent:arls agar dapat digunakan optimal; 

k. menylapkan clan memellhara kenclaraan dinas plmplnan clan kenclaraan 

operaslonal badan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

I. menyusun iaporan rutln peremajaan pegawal, Daftar Urut Kepangkatan 
I 

(DUK), data nomlnatlf pegawai, dan laporan kepf!gawalan lalnnya guna 

terdptanya terttb admlnl~sl kepegawalan; 

' 

., 
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I 

m. mengadmlnlstrasl usulan kenaikan pangkat, mut.asl, gajl berkala, 

pemberhentlan / pensiun, pembuat.an kartu suami (karsu), kartu lstri 

(karls), t.abungan asuransi penslun (t.aspen), pengiriman pencUdlkan dan 

pelatlhan (diktat} / blmbingan teknls (blntek) pegawal, dan 'urusan 

kepegawalan ialnnya; 

n. menylapkan bahan, sarana, akomodasi, dan protokoler dalam keglat.an 
' rapat dan penerlmaan kunjungan t.amu kedlnasan; 

o. mengoordinas1·1can keglat.an kebersihan agar tercipt.a ilngkungan kantor 

yang bersih, rapl, dan nyaman; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllai prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul sistem penllalan 

yang tersedla; 

q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada at.asan sebagal dasar 

pengambllan kebljakan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan ~epada at.asan balk ilsan 

maupun tertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

s. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesuai dengan perlnt.ah at.asan. 

Baglan Ketlga 

Bldang Pencegahan dan Keslapslagaan 

Pasal9 

( 1 ) Bldang Pencegahan dan Keslapsiagaan dlpimpln oleh seorang Kepala 

Bldang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Badan dalam merumuskan kebljakan, men9oordlnaslkan, 

membina, dan mengendailkan keglat.an bidang pencegahan dan 

kesiapslagaan. 

{ 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bldang Pencegahan dan Keslapslagaan mempunyal fungsl : 

a. perencanaan program keglat.an, penyusunan petunjuk' teknls dan 

naskah dlnas di bldang pencegahan dan kesiapsiagaan; 

b. pengoordlnaslan, pengembangan, dan fasilit.asl keglat.an bldang 

' pencegahan dan keslapsiagaan; 

., 
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c. pemblnaan dan pengendallan keglatan bidang pencegahan dan 

keslapslagaan;dan 

d. pelaksanaan ,monitoring, evaiuasi, dan pelaporan kegiatan bldang 

pencegahan dan keslapslagaan. 

( 3 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagalmana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan keslapslagaan 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun program clan keglatan Bidang Pencegahan dan 

keslapsiagaan berdasarkan hasll evaiuasl kegiatan merumuskan 

program keglatan tahun , sebelumnya dan sumber data yang tersedla 

sebagai pedoman kerja; 

b. menja;:iarkan perlntah atasan melalul pengkajlan pennasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas sesual 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebljakan atasan; 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya 

dengan memberlkan arahan dan petunjuk balk secara llsan maupun 

tertulls guna menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; . 

d. , melaksanakan koordlnasl dengan Sekretarls dan Kepala Bldang di 

· llngkungan Badan balk secara iangsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl dan mengkajl peraturan perundang-undangan bldang 

pencegahan dan keslapsiagaan guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menylapkan konsep perumusan kebljakan Kepala Badal) dan naskah 

dlnas yang berkaltan dengan keglatan pencegahan dan keslapstagaan; 

g. memfasmtasl pelaksanaan pemblnaan daiam rangka menlngkatkan 

pemahaman dan keslapan masyarakat untuk mendukung 

penanggulangan bencana daerah; 

h. melaksanakan lnventarlsasl dan pendataan permasalahan di bldang 

pencegahan dan keslapslagaan; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul slstem penllalali 

yang tersedia; 

., 
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j. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 

pengambllan kebliakan; 
k. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

maupun tertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 
' tugas; dan 

l. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perlntah atasan. 

Paragraf 1 

Seksl Pencegahan 

PasaJ 10 

( l) Sel<sl Penc:egahan dlplmpln oleh seorang Kepala Sel<sl yang1 mempunyal 

tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala 91dang Pencegahan dan 
I 

Keslapstagaan dalam me\'Umuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, 

pengendallan, dan pemberlan blmblngan di bldang pencegahan. 

( 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmal<sud pada ayat (1), 

Kepala Seksl Pencegahan mempunyal tugas : 

a. menyusun bahan, rencana dan program keglatan Seksl Penc:egahan 

dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman kerja; 

b. meajabarkan perlntah atasan metalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan 

ketentuan yang. ber:laku dan keb\.1akan atasan: 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 
' ' 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl ,dengan Kepala Subbaglan dan ~pala Seksl di 

llngkungan Badan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

menclc\patkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl dan mengkajl peraturan perundang~undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pielaksanaan tugas dl bldang.pencegahan; 

f. menyusun konsep kebljakan dan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

. keglatan pencegahan dan l<E;,slapslagaan sesual dengan · peraturan 

· perundang-undangan yang berlaku; 
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g. mengumpulkan data sumber d:iya dengan mengadakan su,vel sehlngga 

dlperoleh data yang. akurat sebagal bahan pengkajlan penanggulangan 

bencana; 

h. menyusun dan menyampalkan. hasll kajian sebagal dasar pengambllan 

kebijakan di bldang penanggulangan bencana; 

I. menyusun konsep Keputusan Bupatl tentang_ pendelegaslan wewenang 

pencegahan.dl bldang penanggulangan bencana; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul slstem penllalan 

yang tersedla; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal. dasar 

pengambllan kebl,lakan; 

I. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

m.melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan.perlntah atasan. 

Paragraf 2 

· Seksl Kesiapslagaan 

Pasal11 

(1) Seksl Keslapslagaan diplmpln oleh seorang Kepala Sesksl yang.mempunyal 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bldang Pencegahan dan 

Keslapslagaan dalam merumuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, 

pengendallan, dan pemberlan bimblngan di bldang penanggulangan . 
bencana daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dl~ksud pada ayat (1), 

Kepala Seksl Keslapslagaan mempunyal tugas: 
I 

a. menyusun bahan rencana; dan program kegiatan Seksi Keslapslagaan 

dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman kerja; 

b. menjabarkan perlntah atasan melalul pengkaJlan permasalahan 'dan 

peraturan perundang,-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan 

ketentuan yang berlaku dan kebijtlkan atasan; 

., 
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c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

:memberl petunjuk clan arahan balk secara llsan maupun tettulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksar:iaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan clan Kepala Seksl di 

llngkungan Badan balk sec.ara langsung maupun tldak langsung untuk 

menclapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kelja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkajl peraturan perundang~undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas di bldang.keslapslagaan; 

f. menyusun konsep kebljakan dan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

keglatan keslapslagaan sesual dengan peraturan perunclangsundangan; 

g. membuat peta penanggulangan bencana daerah sesual dengan 

perenc:anaan serta hasll pengkajlan sumber claya dan potensl yang .. ada 

di Daerah; 

h. menylapkan sumber claya manusla dalam rangka penanggulangan 

bencana; 

I. melaksanakan koordlnasl dan slnkronlsasl pertukaran data dan 

lnformasl balk sec.ara langsung {on//ne} maupun tldak lanQ.!iung .antar 

lembaga Pemerlntah, Pemerlntah Provins! dan Pemerlntah 

Kabupaten/Kota yang membldangl penanggulangan bencana daerah; 

j. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan sec.ara berkala melalul slstem penllalan 

yang tersedla; 

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan ~bagal dasar 

pengambllan kebljakan; 

I. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk lisan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelanc:aran pelaksanaan 

tugas; dan 

m.melaksanalcan tugas kedlnasan lain sesual dengan pertntah atasan. 
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Bagian Keempat 

Bldang Kedaruratan dan Loglstlk 

Pasal 12 

{ l ) Bldang Kedaruratan dan Loglstik dipimpln oleh seorang Kepala Bldang 

yang mempunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Badan 

dalam merumuskan kebljakan, · mengoorcllnaslkan, memblna, dan 

mengendallkan keglatan di bldang kedaruratan dan loglstlk. 

( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

Bldang Kedaruratan dan Log!stlk mempunyal fungsl : 

a. perencanaan program keglatan, penyusunan petunjuk teknls dan 

naskah dlnas di bldang kedaruratan dan loglstlk; 
I 

b. pengoldlnaslan, _pengembangan, dan fasllltasl keglatan blclang 

kedaruratan dan loglstlk; 

c. pemblnaan dan pengenclallan keglatan bldang keclaruratan dan loglstlk; 

d. J)\!laksanaan monitoring, evaluasl, dan pelaporan keglatan bldang 

kedaruratan clan loglstlk; 

( 3 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fUngsl seba9ctlmana dlmaks~d pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bldang Kedaruratan clan Loglstlk mempunyal 

tugas: 

a. merumuskan program keglatan Blclang, Kedaruratan dan Loglstlk 

berdasarkan haSII evaluasl keglatan tahun sebelumnya dan sumber 

data yang tersedla sebagal pedoman kerja; 

b. menjabarkan perlntah atasan melalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesual dengan ketentuan yang berlaku. dan kebuakan atasan; 

c. membagl tugas kepacla bawahan sesual dengan bldang. tugasnya, 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Bldang, Sekretarls, Kepala 

Subbaglan clan Kepala Seksl di llngkungan Badan balk secara langsung 

maupun tldak langsung untuk mendapatkan masukan, lnformasi serta 

untuk mengevalua$1, permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang 

optimal; 

., 
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e. mempelajarl dan mengkajl peraturan perundang-undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung k.elancaran 

pelalcsanaan tugas; 

f. menylapkan konsep perumusan kebljakan Kepala Badan dan 

penyusunan/penerbltan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

kedaruratan dan loglstlk; 
' g. memperslapkan dan melalcsanakan prosedur tetap penanganan 

bencana; 

h. melalcsanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul slstem penllalan 

yang te~dla; 

I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagar dasar 

pengambllan kebUakan; 

j. menyampalkan saran dan pertlmbangan kep~ atasan balk llsan 

rnaupun tertulls sebagal ,bahan masukan guna kelancaran pelalcsanaan 

tugas; dan 

k. melalcsanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perintah atasan. 

Paragraf 1 

5eksl Penanganan Kedaruratan 

Pasal13 

I ' 

( I ) 5eksl Penanganan Kedaruratan dlplmpln oleh seorang Kepala 5eksl yang 

mempunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Bldang 

Penanganan kedaruratan dan loglstlk dalam merumuskan kebljakan, 

koordlnasl, pemblnaan, pengendallan, dan pemberlan blmblngari di bldang 

penanganan kedaruratan • 

( 2) Untuk melaksanakan tugas 1;>0kok sebagalmana dlmaksuq pada ayat (1), 

Kepala 5eksl Penanganan Kedaruratan mempunyal tugas : 

a. ~enyu~un bahan rencana dan program keglatan 5eksl Penanganan 
I 

Kedaruratan berdasarkan hasll evaluasl keglatan tahun sebelumnya dan 

sumber data yang tersedla sebagal pedoman k.erja; 

b. menJabarkan perlntah atasan melalul pengkaJlan permasalahan dan 

l)(:raturan perundang~undangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual 

dengan ketentuan yang berlaku ban kebljakan atasan; 
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c. membagl tugas kepada bawahan sesual den~ bldang tugasnya, 

member\ petun,iuk dan arahan balk. secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelar.-sanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan dan Kepala Seksl di 

llngkungan Badan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

perrnasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempela,1arl dan mengkajl peraturan perundang,undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan ·tugas di bldang. penanganan kedaruratan; 

f. menyusun konsep keblJakan dan naskah dlnas yang berkaltan ~engan 

keglatan penlngkatan dan pengembangan manajemen di bldang 

penanganan kec:laruratan; 

g. memperslapkan dan melaksanakan penanganan kedaruratan sesual 

prosedur tetap; 

h. melaksanakan monitoring. eyaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul slstem penllalan 

yang tersed\a; 

I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 

pengambllan kebl,1akan; 

j. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna ke\ancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan pertntah atasan. 

Paragraf 2 

Seksl Loglstlk dan Peralatan 

Pasal 14 

(1) Seksl loglstlk dan peralatan dlplmpln oleh seorang Kepala Seksi ya~g 

mempunyal tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Bldang 
I 

kedaruratan dan loglstlk ~tam merumuskan kebljakan, koordlnasl, 

pemblnaan, pengendallan dan pemberlan bimbingan di bldang loglstlk dan 

peralatan. , 
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(2) Urituk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

KeP.i•la Seksl loglstlk dan peralatan mempunyal tugas: 

a. menyusun program keglatan Seksl logistik dan peralatan berdasarkan 

peraturan perundang~undangan dan sumber data yang tersedla sebagal 

pedoman lcerja; 

b. menjabarkan perlntah atasan m,elalul pengkajlan permasalahan dan 

· peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual 

dengan ketentuan yang bet1aku dan kebljakan atasan; 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnas\ dengan Kepala Subbaglan dan Kepala Seksl di 

lingkungan Badan balk secara langsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnfonnasl serta untuk mengeva\uasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

-e. mempe\ajarl dan ·· mengkajl peraturan perundang~undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas di bldang. pengembangan teknologl dan lnformasl; 

f. menyusun konsep kebljakan dan naskah dlnas yang berkaitan dengan 

keglatan penlngkatan dan pengembangan manajemen dl bldang \og\stlk 

dan pera/atan; · 

g. memperslapkan dan melaksanakan penyedlaan dan penyaluran loglstlk 

dan peralatan balk berupa barang atau uang sesuai prpsedur tetap; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul slstem penllaian 

yang tersedla; 

I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambllan kebijakan; 

j. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

rnaupun tertulls sebagal bahan masukan gu~ kelancaran pe\aksanaan 

tugas; dan 

k. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perlntah atasan. 

., 
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,Baglan Kellma 

Bldang Rehabllltasl dan Rekonstrui<sl 

Pasal 15 

( 1 ) Bldang Rehabllltasl dan Rekonstruksi diplmpin oleh seorang Kepala Bidan~ 

yang mempunyal tugas pokok melaksanakan sebagfan tugas Kepala Badan 

dalam merumuskan kebliakan, mengoordlnaslkan, memblna, dan 

mengendallkan kegfatan bfdang rehabflftasf dan rekonstruksf. 

( 2.) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

Bldang Rehabflltasf dan Rekonstruksf mempunyaf fungsl : 

a. perencanaan program keglatan, penyusunan petunjuk t:eknls clan 

naskah dlnas di bldang rehabllltasl dan rekonstruksl; 

b. pengkoordlnaslan, pengembangan, dan fasllltasl keglatan bldang 

rehabllltasf dan rekonstruksl; 

c. pemhlnaan dan pengendallan keglatan bldang rehabllltasl, 

rekonstruksl; dan 

d. pelaksanaan monitoring, evatuasi, dan pelaporan kegtatan bldang 

rehabllltasl, rekonstruksl, dan pengendalian. 

! 
( 3 ) Untuk metaksanakan tugas pokok dan fungst sebagatmana dtmaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bldang Rehabllltasl dan Rekonstruksf 

mempunyal tugas : 

a. Merumuskan program keglatan ~ldang Rehabl/ltasl dan Rekonstruksi 

berdasarkan sumber data yang. tersedla sebagal pedoman kerla; 
b. menJ~barkan perlntah atasan melalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang,-undangan agar pelaksanaan tugas sesual . 
dengan ketentuan yang berlaku dan keblJakan atasan; 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya 

dengan memberlkan arahan dan petunJuk balk secara llsan maupun 

tertulls guna menlngka.tkan kelancaran pelaksanaan tugas~ 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Sekretarls dan Kepala Bldang !'.!I 

llngkungan · Badan balk secara langsung maupun tldak langsung. untuk 

mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoteh i,sit kerja yang.optimal; 

., 
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e. mempelajarl dan mengkaji peraturan perundang-undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

f. menylapkan konsep perumusan kebljakan Kepala Badan dan naskah 

dlnas yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan 

pengendallan bencana di daerah; 

g. melaksanakan pemblnaan dalam rangka menlngkatkan pemahaman 

dan kesiapan masyarakat untuk mendukung rekonstruksl bencana di 

daerah; 

h. memperslapkan dan melaksanakan prosedur tetap keglatan 

rehabllltasl clan rakonstruksl pasca bencana; 

L melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

. pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalul sistem penllalan 

yang tersedla; 
I 

j. · membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 
I 

pengambllan kebljakan; 

k. menyampalkan saran dan peltlmbangan kepada atasan balk lisan 

maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

I. melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan. per\ntah atasan. 

Paragraf 1 

Seksl Rehabllltasl 

Pasal 16 

(1) Seksl Rehabllitasl dlplmpln oleh seorang Kepala Seksl yang mempunyal . 
tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Bldang Rehabllitasi dan 

· Rekonstruksl dalam merumuskan kebljakan, koordlnasl, pemblnaan, 

pengendallan dan pembertan blmblngan di bidang rehabilitasl. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksl Rehabllltasl mempunyal tugas : 

a. menyusun bahan rencana dan program keglatan Seksl Rehabllltasl 

berdasarkan sumber data yang tersedla sebagai pedoman ~erja; 

b. menjabarkan per\ntah atasan 'melalul pengkajlan permasalahan dan 

1;1eraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; 
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c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

member! petunjuk dan arahan balk secara llsan maupun tertul\s guna 

menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; ., 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan dan Kepala Seksl 

di llngkungan Badan . balk secara langsung maupun tldak langsung 

untuk mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl clan mengkajl peraturan perundang-undangan bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas di seksl rehabllltasl; 

f. menyusun konsep kebljakan dan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

keglatan rehabllltasl sesual dengan peraturan perundang,-undangan; 

g. memperslapkan dan melaksanakan keglatan rehabllltasl pasca 

bencana sesua\ prosedur tetap; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllal prestasl kerja 

pelaksanaan tuQaS bawahan secara berkala melalul slstem penllalan 

yang tersedla sebagal cermlnan penampllan kerja; 

I. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 

pengambllan kebijakan; 

j. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

· maupun tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas~ clan 

k. mela~nakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perlntah atasan. 

Paragraf 2 

Seksi Rekonstruksi 

Pasal 17 

( 1 ) Seksl Rekonstruksl dlplmpln oleh seorang Kepala Seksl yang mempunyal 

tugas pokok melaksanakan sebaglan tugas Kepala Bidang RehabllltaSI dan 

Rekonstruksl dalam merumuskan kebijakan, ~oordlnasl, pemblnaan, 

pengendallan, dan pemberlan bimbngan di seksl rekonstruksl. ' 
I 

( 2) Untuk melaksanakan tugas ~kok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksl Rekonstruksl mempunyal tugas : 

a. menyusun bahan rencana dan program keglatan Seksi I Rekonstruksi 

berdasarkan sumber data yang tersedla sebagal pedoman kerja; 
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b. menjabarkan perlntah atasan melalul pengkajlan permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual 

d,engan ketentuan yang berlaku dan l<ebiJakan atasan; 
I 

c. membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya, 

member! petunjuk clan arahan balk secara llsan maupun tertulls guna 

.. menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordlnasl dengan Kepala Subbaglan dan Kepala ·Seksl di 

llngkungan Baclari balk secara lahgsung maupun tldak langsung untuk 

mendapatkan masukan, lnformasl serta untuk mengevaluasl 

. permasalahan agar dlperoleh hasll kerja yang optimal; 

e. mempelajarl clan mengkaJl peraturan perundang-undangan . bldang 

penanggulangan bencana daerah guna mendukung . kelancaran 

pelaksanaan tugas di bldang rekonstruksi; 

f. menyusun konsep kebljakan clan naskah dlnas yang berkaltan dengan 

keglatan rekonstruksl dan pengendallan sesual dengan peraturan 

perundang~undangan yang bertaku; 

g. melaksanakan pemblnaan dalam rangka menlngkatkan pemahaman 

dan keslapan masyarakat untuk menclukung rekonstruksl bencana di 

daerah; 

h. metaksanakan pemantauan secara rutln dan berkestnambungan 

terhadap perkembangan pel:1ksanaan seluruh rekonstruksl bencana 

datam rangka penlngkatan reallsasl rekonstruksl di daerah; 

I. metaksanakan koordlnasl dan fasllltasl dalam upaya penyelesalan 

berbagal hambatan dan permasatahan yang. dlha~pl rekonstruksl 

sehlngga terelpta lkllm rehabllltasl dan rekonstruksl yang konduslf di . 
daerah; 

J. melaksanakan monitoring, evaluasl, dan menllai prestasl kerja 

petaksanaan tugas bawahan secara berkata metatul slstem penttalan 

yang tersedla sebagal cermlnan penampilan kerja; 

k. membuat \aporan petaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar 

pengambllan kebljakan; 

I. menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan 

maupun tertulls sebagal bahan,masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; dan 

m.melaksanakan tugas kedlnasan lain sesual dengan perintah atasan. 

., 
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~gian Keenam 

SATGAS 

Pasal 18 

Satuan tugas berada dibawah dan bertanggungiawab kepada KAI.AK yang 
dlplmpln oleh salah satu ~r,;onll satuan tugas yang ditunjuk oleh KAlAK. 

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN RJNGSIONAL 

Pasal,19 

Kefompok Jabatan Fungsionaf mempunyal tugas melakukan keglatan _ dalam 

menunjang tugas pokok Badan. 

Pasaf20 

(1) Kelompok Jabatan Fungslonal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17, · 

terdlrf darl sejumlah pejabat fungslonal yang terbagl dalam berbagal 

kelompok sesuat dengan bldang keahllannya. 

(2) Jumlah jabatan fungslonal sebaga/mana dlmaksud pada ayat (1) 

dlt.entukan berdasarl<an kebutuhan dan beban ker:ia. 

(3) Jeni!,: dan jenjang jabatan fungslonal sebagalmana dlmaksud pada ayat 

(1) dlatur sesual dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemblnaan terhadap pejabat fungslona/ sebagaimana dlmaksud pada ayat 

(1) dilakukan ·sesual dengan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 21 

Kepala Badan dalam melaksanakan . tugasnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebljakan yang dltetapkan Bupatl. 

Pasal22 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sadan, Sekretaris, Kepa/a Bldang, 

Kepala Seksl, Kepala Sub Baglan, cta9 Ketua Kelompok Jabatan Fungslonal 

wajlb menerapkan prlnslp koordlnasl, lntegrasl, dan slnkronlsasl secara vertlkal 

dan horlsontal balk di llngkungan masing-masing maupun antar unit organisasl 

lalnnya -sesual dengan tugas pokok maslng-maslng. 
., 
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Pasal 23 

Setlap plmplnan · satuan organlsasl wallb mengawasl bawahannya maslng­

maslng dan apablla teljadl penylmpangan agar mengambll langkah-langkah 

yang dlperlukan sesual dengan peraturan perundangan-undangan. 

Pasal 24 

(1) Setlap plmplnan satuan organlsasl bert:anggung jawab dan 

mengoorcllnaslkan bawahan dalam llngkungan Badan. 

(2) Plmplnan satuan organlsasl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), wajib 

memberlkan blmbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan. 

(3) Blmblngan dan petunjuk sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), wajlb 

diolah dan dlpergunakan sebagal bahan untuk menyusun iaporan secara 

berkala dan tepat waktu. 

(4) Hasll laporan sebagalmana dimaksud pada ayat C3), wajib dlsampalkan 

kepada plmplnan satuan O".Qanlsasl sebagalmana dimaksud pada ayat (1), 

untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebiJakan Badan. 

BAB VI· 

PEMBIAYAAN 

Pasal 25 

Blaya yang dlperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada . 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Da~rah dan sumber lain yang dlperoleh 

secara sah. 

BAB VII 

~NnJAN PENUTUP 

Pasal 26 

Hal-hal. yanf: belum dlatur dalam Peraturan Bupatl inf, sepanjang mengenai 
I 

teknls pelaksanaannya dlatur leblh Ian.tut oleh Kepala Badan. 
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Pasal 26 

Peraturan Bupatl lnl mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setlap orang mengetah!,Jlnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupatl lnl dengan penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Demak. 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 19 J anuari 2011 . 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TTD 
POERWONO SASMITO 

BUPATI DEMAK 
TTD 

TAFTAZANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NO MOR 06 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Mengctnhui 

Kepa~ukum 

Windu Sunardi, Sh. Mh 
Nip. 195911111986071 001 

NO. JABATAN 

1 SEKDA 

2 ASISTEN III 

3 KABAG ORPEG 

4 KABAG. HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 
NOMOR .~.C;r. 

PARAF 

~ 

~ 
~ 

n]\ ~ I 
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PEN.JELASAN 

ATAS 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR Ob TAHUN 2011 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOI<, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 

DAN TATA KERJA PADA SADAN PENANGGUlANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN DEMAK 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengar,i telah dlundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten. Demak 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organlsasl clan Tatakerja L.embaga Lain Daerah 

Kabupaten Demak terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Demak. Dalam peraturan claerah tersebut hanya memuat pembentilkan, 

kedudukan, susunan organlsasl, clan tugas pokok, fungsl, uralan tugas jabatan 

struktural, dan tata kelja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Demak. 

Penyusunan Peraturan Bupatl sebagalmana dlmaksud di atas, bertujuan 

untuk memberlkan landasan operaslonal bagl pejabat struktural dalam 

melaksanakan tugas-tugas kedlnasan dan pengusulan serta pelaksanaan 

keglatan yang dlblayal darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provlflsl, dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak setlap tahun 

anggaran. Selaln ltu, Peraturan Bupatl tersebut berfungsl sebagal pedoman 

dalam melaksanakan koordlnasl antar pejabat struktural maupun antar Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Demak, sehlngga tldak 

terjadl dupllkasl atau tumpang tlndlh penyusunan program dan penanganan 

• sebuah keglatan, dan pada akhlmya tujuan pelaksanaan keglatan dapat tercapal 

secara berdaya guna dan berhasll guna. 

Pengaturan tata kerja dalam Peraturan Bupatl lnl, dlmaksudkan untuk 

menlngkatkan koordlnasl, lntegrasl, dan slnkronlsasl secara vertlkal dan 

horlsontal dalam pelaksanaan tugas-tugas Internal organisasl dalam mewujudkan 

tujuan yang lngln dlcapal oleh organlsasl tersebut. Tata kerja juga menunjukkan 

' garls komando yang merupakari gambaran hlrarkl yang ada di dalam organlsasl. 

. ., 
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I. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : cukup jelas 

Pasal 2 : cukup jelas 

Pasal 3 : cukup jelas 

Pasal 4 : cukup Je.las 

Pasal 5 : cukup jelas 

Pasal 6 : cukup jelas 

Pasal 7 : cukup jelas 

Pasal 8 : cukup Jelas 

Pasal 9 : cukup Jelas 

Pasal 10 : cukup jelas 

Pasal 11 : cukup Jelas 

Pasal 12 : cukup Jelas 

Pasal 13 : cukup jelas 

Pasal 14 : cukup Jelas 

Pasal 15 : cukup jelas 

Pasal 16 : cukup jelas 

Pasal 17 : cukup jelas 

Pasal Hi : cukup jelas 

Pasal 19 : cukup Jelas 

Pasal 20 : cukup Jelas 

Pasal i1 : cukup jelas 

Pasal 22 : cukup jelas 

Pasal 23 : cukup jelas 

Pasal 24 : cukup Jelas 

Pasal 25 : cukup jelas 

Pasal 26 : cukup jelas 

Pasal 27 : cukup jelas 

TAMBAHAN SERITA DAERAH KABUPAlEN DEMAK NOMOR ., 
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